SALINAN

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH BAGI WAJIB RETRIBUSI
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

bahwa untuk meringankan beban masyarakat

Kabupaten Situbondo dalam rangka menghadapi

ancaman penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)

yang berimplikasi terhadap aspek perekonomian,

dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati

Situbondo tentang Pembebasan Retribusi Daerah

Bagi Wajib Retribusi di Kabupaten Situbondo Tahun
2020;

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5049);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara Dan  Stabilitas  Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam
Rangka Mengahadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional
Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) yang telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2020 tentang Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8
Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Trayek (Berita
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor
8);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomot
24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan
Pasar (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2011 Nomor 24) yang telah diubah Peraturan
Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun
2016 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2016 Nomor 6);



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN  BUPATI SITUBONDO  TENTANG
PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH BAGI WAJIB
RETRIBUSI DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN

2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Situbondo.

Bupati adalah Bupati Situbondo.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Kabupaten Situbondo.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan
Aset Daerah adalah Badan Pendapatan
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Kabupaten Situbondo.

Kepala  Badan  Pendapatan  Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Daerah yang selanjutnya
disebut Kepala BPPKAD adalah Badan
Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah Kabupaten Situbondo.

Dinas adalah Perangkat Daerah di Kabupaten
Situbondo yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dibidang perdagangan dan
bidang penanaman modal.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut
Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

BAB II
PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan
Pembebasan Retribusi Daerah bagi wajib
retribusi di Kabupaten Situbondo Tahun 2020.



Diundangkan di Situbondo

(2) Pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pembebasan Retribusi pada Pasar
tradisional;
b. Pembebasan Retribusi Pengurusan Ijin
Trayek.

Pasal 3
Kepala BPPKAD melaksanakan, mengkoordinasikan
dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini
dengan Dinas teknis terkait.

Pasal 4
Pembebasan  Retribusi Daerah  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku mulai
bulan April 2020 sampai dengan Juni 2020.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 14 April 2020

BUPATI SITUBONDO,

Pada tanggal 15 April 2020 ttd
SEKRETARIS DAERAH DADANG WIGIARTO
KABUPATEN SITUBONDO,
ttd
SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020 NOMOR 13

N sesuai dengan Aslinya,

N6y Pembina (IV/a)
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